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Abstrak
Pemberian otonomi daerah[footnoteRef:1] yang seluas-luasnya  yang mulai dilaksanakan per 1 Januari 2001 kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sedangkan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Artikel ini akan memaparkan hasil review terhadap Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Miniman (SPM) yaitu terkait dengan perubahan-perubahan dari peraturan sebelumnya, dan tantangan bagi  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Teknis dan khususnya bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemenuhan standar minimal pelayanan kepada masyarakat yang merupakan prioritas utama sebagai indikator dalam mengukur kinerja Pemerintah daerah. [1: ] 
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2. PENDAHULUAN
Keberhasilan dalam pelaksanaan desentralisasi untuk negara yang berpopulasi besar seperti Indonesia sangat bergantung dari konsep yang tepat dan mekanisme dalam hubungan dan intervensi Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah, termasuk mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan penyampaian pelayanan publik. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Salah satu konsep untuk pelaksanaan pengawasan atas tugas dan kewajiban Pemerintah daerah adalah dengan  memperkenalkan konsep Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Konsep tentang Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Standar Pelayanan Minimal telah diperkenalkan sejak tahun 1999 melalui UU Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah mengalami beberapa kali penyempurnaan secara konseptual dan operasionalisasinya, dan terakhir melalui UU Nomor 23 Tahun 2014.
Untuk menjawab tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi atas mandat yang diberikan kepada Pemerintah daerah khususnya terhadap semakin meningkatnya tuntutan pelayanan publik, pemerintah telah dan terus berupaya secara konstitusional mengeluarkan peraturan dan kebijakan dalam upaya untuk memaksimal pelayanan kepada masyarakat dengan mengkedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntablitas dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak dilaksanakannya otonomi daerah dalam mendorong usaha untuk perbaikan layanan kepada masyarakat:
1. Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya Nomor  22 Tahun 1999. Selanjutnya pemerintah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor  65  Tahun  2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. 
Peraturan Pemerintah Nomor  65  Tahun  2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan tonggak dari usaha pemerintah dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan tingkat minimal yang wajib harus diterima oleh seluruh masyarakat. Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut diterbitkan untuk mendindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu ketentuan Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi: Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah, dan Pasal 14 ayat (3). Selanjutnya pemerintah menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2018 sebagai pengganti dari peraturan pemerintah sebelumnya tentang Standar Pelayanan Minimal.

3. PEMBAHASAN
Dengan beberapa pertimbangan seperti faktor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan[footnoteRef:2] yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib[footnoteRef:3] dan Urusan Pemerintahan Pilihan[footnoteRef:4] yang dibagi antara Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar[footnoteRef:5] dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM)[footnoteRef:6] untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.   [2:  UU No. 23 Tahun 2014 Ps 1(5). Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat]  [3:  UU No. 23 Tahun 2014 Ps 1(14). Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah]  [4:  UU No. 23 Tahun 2014 Ps 1(15).Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.]  [5:  UU No. 23 Tahun 2014 Ps 1(16). Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.]  [6:  UU No. 23 Tahun 2014 Ps 1(17). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
] 

 Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan tampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK[footnoteRef:7] yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.  [7:  Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau lebih dikenal dengan singkatan NSPK menjadi hal yang sering disebut setelah pemberlakuan PP 38/2007. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan NSPK ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 11 sebagai berikut.
       Pasal 9
(1)       Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 11
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
] 

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.
 Salah satu perubahan mendasar dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu terkait dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang diatur pada pasal 9. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut  adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, dan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan tingkat minimal pelayanan dasar dari negara. Perubahan mendasar terutama dalam pengaturan pelimpahan wewenang dan penyelengaraan pemerintahan yang merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar bagi daerah, telah memberikan dampak  yang signifikan dalam usaha untuk memberikan pelayanan  kepada publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menjadi dasar dalam perumusan  hubungan antara pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, Kementerian Teknis bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman teknis bagi daerah dalam pelaksanaan SPM sesuai dengan bidang yang menjadi bagian dari pelayanan dasar. 
Sesuai  dengan yang telah diamanatkan pada  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014,  pembangunan  daerah dan  penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan selain  untuk  mengejar  pertumbuhan  ekonomi,  juga  untuk  menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 18 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  mengingatkan  agar  Pemerintah daerah  memprioritaskan  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang  berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar  dengan  berpedoman  pada  SPM yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  Berkenaan dengan hal tersebut,  pasal 298 telah mengatur mekanisme pendanaan untuk pelayanan dasar yaitu belanja daerah diprioritaskan  untuk mendanai Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan dengan  Pelayanan  Dasar  yang ditetapkan dengan SPM. 
Sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan 15 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan; 
f. penyelenggaraan pendidikan; 
g. penanggulangan masalah sosial; 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup; 
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
n. pelayanan administrasi penanaman modal; 
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,

dan pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 hanya 6 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yaitu:

a. pendidikan;
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial. 

SPM adalah salah satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh Pemerintah daerah yang mulai dicetuskan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor  65  Tahun  2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan SPM, yaitu  baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun implementasi SPM itu sendiri. SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah, khususnya di Indonesia bagian Timur. Penerapan SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, dan ketentuan lainnya. Ada beberapa perubahan penting terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), walaupun secara kontekstual pengertian dari pada SPM tidak mengalami perubahan yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, tetapi terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme implementasinya. Perubahan dimaksud adalah:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penetapan dan pengaturan dari Jenis Pelayanan Dasar telah ditentukan dalam peraturan ini dan tidak didelegasikan dan tidak diatur dalam aturan perundang-undang lainnya.  Pada Peraturan ini telah ditetapkan 6 (enam) SPM yaitu: 
a. SPM pendidikan;
b. SPM kesehatan; 
c. SPM pekerjaan umum;
d. SPM perumahan rakyat; 
e. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 
f. SPM sosial. 

Untuk keenam SPM tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pelayanan dasarnya.

Sementara pada Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP Nomor 65 Tahun 2015, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melalui konsultasi yang dikoordinasikan di bawah Kementerian Dalam Negeri (pasal 5), menyusun  SPM dan penentuannya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan, dan juga menetapkan jenis pelayanan dasar berdasarkan  indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

2. Mutu Pelayanan Dasar.

Penentuan rincian dari mutu pelayanan dasar ditentukan oleh masing-masing menteri terkait yang menyelengarakan urusan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian terkait, dan pengaturan yang dilakukan oleh kementerian terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Mutu pelayanan ditetapkan dengan standar teknis  yaitu mengacu kepada:  standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan untuk kebutuhan dalam perencanaan pembiayaan. 


3. Implementasi 

Implementasi dari SPM tidak lagi didasarkan atas indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi berdasarkan:
a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Dengan demikian keberadaan kualitas pendataan dan sistem informasi kabupaten/kota daerah sangat memegang peranan penting sebagai basis data untuk pencapaian SPM, dan sekaligus memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan dan perencanaan pembiayaan pemenuhan SPM.


Implikasi Dengan Terbitnya PP No.2 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), ada beberapa implikasi yang harus di tindaklanjuti baik oleh  Kementerian Dalam Negeri yaitu sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,  kementerian teknis yang menetapkan petuntuk teknis Mutu Pelayanan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM, dan Pemerintah daerah sebagai pelaksana dan penyelenggara layanan dasar dalam konteks SPM.

1. Kementerian Dalam Negeri (KDN)

a. Sebagai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, KDN berkewajiban untuk menyusun pedoman bagi kementerian teknis sebagai dalam penyusunan berbagai Petunjuk Teknis yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM.  Hal tersebut telah dijelaskan dalam PP 2/2018 di mana kementerian teknis harus melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan segala jenis Petunjuk Teknis terkait implementasi SPM. Hal ini menjadi penting mengingat pengalaman sebelumnya di mana kementerian teknis tidak melibatkan Kementerian Dalam Negeri (KDN) dalam pembahasan penyusunan Petunjuk Teknis terkait pedoman atau pelaksanaan SPM, di mana sebelumnya keterlibatan KDN lebih kepada review terhadap hasil finalisasi pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh kementerian teknis. 
b. KDN dalam menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan (PP2/2018 Bab IV) dituntut untuk segera merancang mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM di daerah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya,  dan juga menyusun Petunjuk Teknis Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan bagi Provinsi dalam menjalankan fungsi yang sama, sehingga terdapat standarisasi mekanisme pembinaan dan pengawasan di Pemerintah daerah. 
c. Menyusun petunjuk teknis terhadap penilaian kinerja Pemerintah daerah dalam menerapkan SPM yang tertuang dalam pelaporan SPM, sebagai dasar pemberian insentif atau disinsentif.
d. Melakukan review dan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Keputusan Menteri Dalam Negeri/Perdirjen (Peraturan Direktur Direktorat Jenderal)/SE (Surat Edaran) dan lain-lain terkait SPM. Berikut beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan pejabat di bawah Kementerian Dalam Negeri terkait SPM, yaitu sebelum terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2018:
· Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
· Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.05 – 76 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu sebagai pedoman dalam penerapan SPM, Menteri Dalam Negeri  telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008. 

e. Faktor penting mengapa KDN harus menjalankan fungsi koordinasi sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu KDN sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri harus menjamin standarisasi proses pelaksanaan SPM di daerah, termasuk segala format administrasi dokumen yang harus dipedomani oleh Pemerintah daerah terkait SPM seperti mekanisme dan format tabel pengumpulan data, format hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan, format tabel penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan format laporan pelaksanaan SPM.  Hal tersebut di atas akan memberikan kemudahan bagi KDN dalam menjalankan fungsi  pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, dan sebagai salah satu solusi terhadap kesulitan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah dalam mengubah SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Kementerian Teknis

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Berikut beberapa wewenang dan tanggung jawab kementerian teknis:

a. Menetapkan standar teknis sebagai pedoman untuk menentukan kuantitas/kualitas barang/jasa untuk setiap jenis pelayanan dasar;
b. Menetapkan standar teknis dalam menentukan baik jumlah, kualitas personel pelaksana pelayanan dasar;
c. Petunjuk teknis dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan tata cara pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.


3. Pemerintah Daerah

Perubahan penting lainnya mengenai SPM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yaitu terkait dengan perencanaan dan penganggaran progam/kegiatan dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan  secara tegas dan dengan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, artinya sejak dari proses awal perencanaan program di daerah, harus memberikan prioritas kepada program-program pelayanan dasar dalam konteks SPM untuk memastikan SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menerima pelayanan dasar dalam tingkatan minimal. Hal ini mempertegas bahwa kinerja pemerintah daerah diukur dari sejauh mana program dan kegiatan dapat terlaksana dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara, dengan kata lain yang menjadi prioritas utama adalah bukan kinerja Pemerintah daerah maupun kinerja kementerian tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.





KESIMPULAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan dari pengertian SPM secara tekstual memang tidak mengalami perubahan, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Berdasarkan atas  makna dari Pemerintah Daerah tidak hanya meliputi Daerah kabupaten dan kota, namun juga Pemerintah  provinsi, SPM juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Penyelenggaraan SPM di daerah bukan  lagi  tentang  target  kinerja  atau  bagaimana menjalankan  tugas  pemerintahan  sehari-hari  (Standard Operating  Procedure),  melainkan  suatu pemenuhan atas kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu,  jenis  pelayanan yang diberikan adalah  bersifat  mutlak,  dan belanja  daerah  pun  harus diprioritaskan  untuk  mendanai Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting terhadap pelaksanaan SPM yaitu:

1. Konsep SPM yang baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program sektoral, sedangkan pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM dapat berjalan dengan baik. SPM merupakan hal kebutuhan dasar minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk untuk rakyatnya, maka target SPM harus tercapai100% setiap tahunnya. dengan kata lain yang menjadi prioritas utama adalah bukan kinerja Pemerintah Daerah maupun kinerja kementerian tetapi bagaimana terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Disebutkan dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.
2. Konsep SPM yang baru ini telah dikaitkan dengan jenis pelayanan terhadap 6 (enam) sektor yang tetapkan sebagai SPM,  dan hal ini  dimaksudkan untuk menghindari proliferasi SPM yang terdapat dalam kerangka SPM sebelumnya.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan  Standar Pelayanan Minimal telah mengatur tentang kerangka koordinasi dalam penerapan SPM termasuk mekanisme pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta kerangka koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis, dan hal tersebut di atas untuk memperkuat koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SPM sehingga   konsistensi dan komitmen terhadap pelaksanaan SPM dapat terwujud.
4. Penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi berdasarkan: (i) pengumpulan data; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan                      (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di mana kebutuhan akan manajemen data yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah menjadi hal yang mutlak harus dimiliki sebagai dasar untuk memenuhi tahapan-tahapan dalam pelaksanaan SPM.
5. Perlu kiranya ditetapkan kerangka hukum dan  panduan teknis dalam penetapan insentif dan disinsentif khususnya terhadap pelaksanaan SPM di daerah, dan  menetapkan mekanisme dalam pelaksanaan review terhadap proses penganggaran untuk memastikan bahwa daerah telah melaksanaan perencanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah.
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